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ABSTRAK 
 
Muhammad Farid Nurdin (B111 10 178) “ Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Illegal logging (Studi Kasus Putusan Nomor 
200/Pid.B/2012/PN.MAROS) dibawah bimbingan Bapak H.M Said Karim 
dan Ibu Hj. Nur Azisa.   
   
            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana materil dan hukum pidana formil terhadap perkara tindak pidana 
illegal logging dalam putusan nomor 200/Pid.B/2012/PN.MAROS dan 
untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan nomor 200/Pid.B/2012/PN.MAROS.  
Dalam pencapaian tujuan tersebut penelitian ini dilakukan di 
kabupaten Maros Sulawesi selatan Hasil penelitian ini di peroleh melaluli 
penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis 
data yaitu data primer dan data skunder . termaksud data yang diambil 
secara langsung dari pengadilan negeri maros disamping itu penelitian 
kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari 
referensi , perundang-undangan artikel dan sumber yang berhubungan 
dengan objek penelitian yang kemudian dikaji menggunakan teknik 
kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Penerapan hukum pidana baik hukum pidana materil maupun 
hukum pidana formil terhadap perkara tindak pidana illegal logging dalam 
putusan nomor 200/Pid.B/2012/PN.MAROS yang telah diterapkan dalam 
putusan tersebut telah sesuai unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 78 ayat 
(7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h undang – undang nomor 41 tahun 1999 
tentang kehutanan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa , 
surat dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum,fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan dan unsur-unsur pidana dari pasal- pasal yang 
dikenakan kepada terdakwa. Selain itu majelis hakim mempertimbangkan 
pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan 
karunia Tuhan Yang maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam 
yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada 
banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan, oleh karena itu hutan 
harus diurus dan dimanfaatkan secara arif bijaksana sebagai perwujudan  
sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Hutan sebagai modal dasar pembangunan nasional yang memiliki 
manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia., 
baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang 
dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dilindungi dan 
dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, 
baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.   
Menurut Dangler (Suriansyah Murhaini, 2011 : 9): 
“Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan 
yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan 
sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya. Akan tetapi 
dipengaruhi oleh tumbuh – tumbuhan / pepohonan baru asalkan 
tumbuh pada tempat yang luas dan tumbuhnya cukup rapat”. 
 
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 
pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, 
dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 
2 
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka pada hutan mempunyai 
dua arti penting, yaitu pertama, hutan yang berisi sumber daya alam 
hayati merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan 
kepada manusia (masyarakat) dan sebagai kekayaan alam yang tidak 
ternilai harganya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, 
yakni dalam arti sebagai sarana bagi manusia untuk menjalani 
kehidupannya. Kedua, hutan merupakan satu kesatuan ekosistem dalam 
persekutuan alam dan lingkungannya yang tidak bisa dipisahkan satu 
sama lain. Hutan disamping mempunyai manfaat juga mempunyai fungsi 
ekologis, ekonomis dan sosial yang sangat penting bagi umat manusia. 
Menurut Suriansyah Murhaini ( 2011: 10) bahwa fungsi ekologi 
hutan adalah sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, yakni sebagai 
pengatur  tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga 
keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga 
siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman 
hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber 
yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak 
terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan 
lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat 
terutama yang hidup baik di dalam maupun disekitar hutan. Hutan juga 
mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup. 
Arti penting dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan 
yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan 
lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan 
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pendapatan negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber 
daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengolahan  yang dapat 
menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan 
generasi sekarang dan generasi berikutnya. 
Dari hutan kita bisa mengambil kayu, hutan sebagai penyangga 
cadangan air tanah terbesar, dan banyak manfaat lainnya yang dapat 
diambil dari hutan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila upaya 
pelestarian dan perlindungan hutan merupakan hal yang perlu demi 
menjaga keselarasan, keseimbangan serta keharmonisan alam serta 
dengan memperhatikan kehidupan keberlanjutan pada masa yang akan 
datang. Institusi yang membidangi sektor kehutanan dalam melakukan 
pengelolahan dan pemanfaatan hutan harus dapat menjaga 
keseimbangan dan kesinambungan yang melekat pada tiga fungsi pokok 
hutan tersebut di atas. 
Dengan banyaknya manfaat hutan tersebut menurut Suriansyah 
Murhaini (2011: 11), hutan pun menjadi idola bagi pemanfaatan sumber 
daya alam. Faktor ini pun menjadi alasan utama eksploitasi hutan. 
Padahal dicermati keberadaan hutan tidak hanya dapat dilihat dari sisi 
ekonomis saja tetapi juga dari sosial budaya, dimana hutan sebagai 
tempat tinggal berbagai macam mahkluk hidup, yaitu manusia, binatang, 
dan tumbuhan serta dari sisi kesehatan hutan sebagai paru – paru dunia. 
Perhatian dunia terhadap hutan – hutan di berbagai negara, 
termasuk di Indonesia sedemikian besar. Kelestarian hutan sebagai paru 
– paru dunia dapat mencegah terjadinya pemanasan global (global 
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warming) yang dapat merugikan seluruh penduduk dunia. Di Indonesia 
keberadaan dan kelestarian hutan juga sedemikian rupa. Bahkan 
eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa 
menimbulkan kerusakan lingkungan hutan. 
Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yan sangat penting 
dalam pembangunan bangsa dan negara, yakni memberikan manfaat 
yang sebesar – besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
Hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak 
ternilai, sehingga hak – hak negara atas hutan dan hasil – hasil hutan 
harus dijaga dan diperhatikan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi 
dengan baik. 
Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di 
satu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia 
(masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan 
dilakukan dengan cara membabi buta sehingga menyebabkan kerusakan, 
maka akan menimbulkan kerugian yang berdampak besar bagi 
kehidupan. 
Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Negara berdasarkan kewenangannya telah membuat beberapa 
produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan tindakan 
manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, antara lain Undang-
5 
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang – 
undang tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja melakukan 
perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Suryansyah 
Murhaini (2011: 24-25) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap 
larangan tersebut dikatogorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak 
pidana di bidang kehutanan. Pelanggaran yang dapat dikualifikasikan 
sebagai kejahatan kehutanan, seperti pegelolaan dan pengusahaan hutan 
secara ilegal karena perbuatan para perambah hutan yang melakukan 
penebangan dan pembabatan kayu kemudian dilakukan pembakaran 
sehingga hutan menjadi gundul untuk selanjutnya ditanami tanaman 
pertanian dan perkebunan secara ilegal di kawasan hutan. Penyebab lain 
kerusakan hutan yaitu pencurian kayu (illegal logging) di kawasan hutan, 
baik hutan lindung, hutan produksi. Pengguanaan alat tradisional hingga 
mesin – mesin modern menyebabkan penebangan tidak terkontrol 
sehingga kayu ukuran kecil ikut tertebang secara liar dan sewenang – 
wenang. 
Dampak yang timbul dari kerusakan hutan sedapat mungkin agar 
tidak terjadi. Disaat ini perlindungan atas hutan gencar dilakukan, tujuan 
dari perlindungan hutan itu sendiri adalah untuk menjaga kelestarian dan 
fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan keguanaan hasil hutan. 
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di indonesia yang dilakukan secara 
membabi butan dan tidak bertanggung jawab telah menjadi hal yang tidak 
asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia 
yang merupakan negara kepulauan dan banyak sekali hutan yang 
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terhampar di nusantara, oleh karena itu diperlukan seperangkat hukum 
yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, serta diperlukan 
peran negara dalam mengelola hutan agar tetap lestari. Dengan adanya 
hukum yang  mengatur dan melindungi hutan, maka diharapkan dapat 
mengurangi terjadinya kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap 
lingkungan hidup yang selaras. 
Masalah kejahatan di bidang kehutanan menimbukan efek yang 
sangat luas, mencakup ke berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan 
lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan 
merugikan banyak orang. Mengacu dari hal – hal tersebut, haruslah ada 
usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya 
kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan 
keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar 
– besarnya untuk kesejahteraan rakyat.  
Kabupaten Maros yang merupakan salah satu kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kawasan hutan yang luas, yakni 
dengan luas wilayah Kabupaten Maros 1. 619,12 km2 dan memiliki 
kawasan hutan seluas 68.509 ha yang berdasarkan fungsi dan 
peruntukannya terdiri dari hutan lindung seluas 13.994,78 ha, hutan 
produksi terbatas seluas 6.922,56 ha, hutan produksi seluas 17.940,88 ha 
dan taman nasional seluas 29.650,79 ha.   
Di Kabupaten Maros, tindak pidana di bidang kehutanan ( illegal 
logging) merupakan kasus yang sering terjadi. Seperti  kasus yang penulis 
akan teliti  di mana  pelaku lelaki Ris pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 
2012, bertempat di jalan masuk perumahan angkasa dusun Carangki 
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Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yang  dengan sengaja 
mengangkut,  menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu rimba 
campuran sebanyak 6 kubik yang berupa 119 batang, terdiri dari kayu 
pulai sebanyak 21 batang, kayu gamal sebanyak 26 batang, kayu 
kenanga sebanyak 17 batang,  kayu bayur sebanyak 12 batang , kayu 
terap sebanyak 19 batang, kayu tahara sebanyak 14 batang, kayu bilalang 
sebanyak 2 batang, kayu gadog sebanyak 8 batang dengan 
menggunakan alat angkut 1 (satu) unit mobil merk diana 6 (enam) roda 
yang tidak di lengkapi  dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH). 
Kejahatan kehutanan yang dimaksud, akan diteliti secara ilmiah 
menurut pandangan yuridis  kemudian dibahas dalam satu karya ilmiah 
berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus 
Putusan Nomor : 200/Pid. B/2012/PN Mrs . 
 
B. Rumusan Masalah 
Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, dan untuk 
menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek 
penulisan ini, maka penulisan memilih rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah  penerapan hukum pidana materiil terhadap  tindak 
pidana illegal logging pada Putusan Nomor:  200/Pid. 
B/2012/PN.Mrs dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2013/PT.Mks ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan putusan 
pada Putusan  Nomor : 200/Pid, B/2012/PN. Mrs dan Putusan 
Nomor : 86/Pid.Sus/2013/PT.Mks? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana illegal logging dalam Putusan Nomor : 200/Pid. 
B/PN.Mrs dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2013/PT.Mks  
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan pada Putusan Nomor : 200/Pid. B/PN. Mrs dan Putusan 
Nomor : 86/Pid.Sus/2013/PT.Mks. 
 
D. Kegunaan Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik 
secara teoritis maupun praktikal. 
1. Keguaan teoritis : 
a. Untuk menambah kehazanah pengembangan ilmu hukum, 
khususnya pada Program Kekhususan Hukum Pidana   Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis 
dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan 
tinjauan yuridis tentang tindak pidana illegal logging berdasarkan 
Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. 
2. Kegunaan Praktikal : 
a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, 
khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama yang 
berlaku. 
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b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan 
kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya 
peristiwa yang serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. PengertianTinjauan Yuridis 
Secara harfiah, istilah yuridis itu sendiri berasal dari bahasa 
Romawi kuno, yakni “Yuridicus”. Pada masa kejayaan kerajaan Romawi 
hampir semua daratan Eropa berada di bawah kekuasannya, oleh karena 
itu, hukum yang berlaku di daratan Eropa sangat dipengaruhi oleh hukum 
Romawi. Istilah Yuridicus dalam hukum Romawi berkembang pula di 
Perancis yang di kenal dengan istilah “Yuridique”. Perancis yang kala itu 
dibawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte berhasil menghasilkan 
kodifikasi hukum pidana, yakni Code Penal. Keberhasilan Perancis 
merampungkan kodifikasi hukum pidana ini pun banyak berpengaruh 
terhadap perkembangan hukum, khususnya di daratan Eropa Continental. 
Di Belanda sendiri, Yuridique disebut dengan istilah “Yuridisch” yang 
berarti, menurut hukum. 
Mengacu pada pengertian yang demikian ini pendekatan yuridis 
pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi 
tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus, yaitu ilmu hukum dogmatik. 
Jadi tinjauan yuridis secara terminologi dapat diartikan sebagai analisis 
terhadap suatu permasalahan dengan mengguanakan pendekatan 
normatif, berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.  
Menurut Amir Ilyas (2012 : 9) tinjauan yuridis bermakana sama 
dengan ruang lingkup hukum pidana materil, yaitu kumpulan aturan 
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hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat – 
syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, dan menunjukkan 
orang dapat dihukum serta dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana. 
Berdasarkan uraian di atas, pokok – pokok bahasan tinjauan yuridis 
meliputi 6 (enam) aspek, sebagai berikut : 
1. Jenis tindak pidana; 
2. Pelaku tindak pidana; 
3. Aturan yang dilanggar; 
4. Unsur –unsur tindak pidana; 
5. Sanksi pidana; dan 
6. Pertanggungjawaban pidana. 
 
B. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana. 
Istilah tindak pidana menurut Amir Ilyas (2011 : 19)   merupakan 
terjemahan dari strafbaar feit yang berasal dari bahasa Belanda. Dalam 
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan 
penjelasan satu pun mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit 
itu sendiri. Tindak pidana dalam bahasa Belanda yang disebut Strafbaar 
feit, terdiri atas tiga kata straf berarti pidana atau hukuman, baar diartikan 
sebagai dapat dan boleh, dan feit sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran 
dan perbuatan. 
Sejumlah pakar hukum menerjemahkan strafbaar feit itu kedalam 
berbagai istilah dan pengertian seperti: perbuatan pidana, peristiwa 
12 
pidana, pelanggaran pidana, tindak pidana, delik dan sebagainya. Untuk 
lebih mengetahui berbagai defenisi dari tindak pidana maka penulis 
mengutip beberapa pengertian tindak pidana dari beberapa ahli hukum. 
Menurut Jonkers (Adami Chazawi, 2002 : 75) bahwa Strafbaar feit 
dirumuskan sebagai: 
“Peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang 
melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan 
kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
mempertanggung jawabkan”. 
 
 Sedangkan oleh Pompe (P.A.F Lamintang, 1990 : 173-174) 
mengartikan  Strafbaarfeit  dari dua segi , yaitu :   
a. Dari segi teori , strafbaar feit itu dapat dirumuskan sebagai sutu 
pelanggaran norma ( ganguan terhadap tertib hukum ) yang 
dengan segaja telah dilakukan oleh seorang pelaku , dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeiharanya  tertib hukum dan terjamin nya kepentigan 
umum  
b. Dari segi hukum positif , strafbaar feit itu sebenarnya adalah 
tidak lain dari pada satu tindakan yang menurut suatu rumusan 
undang – undang telah di nyatakan sebagai tindakan yang 
dapat di hukum   
 
Selanjutnya Pompe ( P.A.F Lamintang, 1990 : 182) menyatakan : 
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seoran pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah demi ketertiban hukum”. 
 
 Menurut  Hazewinkel- Suringa (P.A.FLamintang, 1990 : 181) 
mengemukakan bahwa :  
“Strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat 
tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan 
dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum 
pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 
memaksa yang terdapat di dalamnya”. 
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 Sedangkan menurut Simons (P.A.F Lamintang, 1990 : 185) 
merumuskan strafbaarfeit sebagai : 
“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – 
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum”. 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit menurut Simons harus   
memenuhi beberapa unsur, yaitu : 
1. Suatu perbuatan manusia yang aktif atau pasif ; 
2. Perbuatan manusia itu dilarang dan pembuatnya diancam 
hukuman/pidana oleh undang-undang; 
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena 
melakukan perbuatan itu. 
Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995 : 225) mengartikan  
strafbaar feit sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-
undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana) 
dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld te wijten). Sedangkan 
Vos (Andi Zainal Abidin Farid, 1995 : 225) memberikan definisi yang 
singkat, bahwa strafbaar feit  adalah kelakuan atau tingkah laku manusia , 
yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana   
 Moeljatno (Teguh Prasetyo, 2011 : 48) menerjemahkan istilah 
strafbaar feit dengan perbuatan pidana :  
“Istilah” perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu 
pelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang 
dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan 
demikian karna kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan 
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alam, karna yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu 
adalah hanya manusia”.  
 
 Sementara S.R. Sianturi (Amir Ilyas, 2011 : 22) menggunakan delik 
sebagai tindak pidana. Lebih lanjut, Sianturi memberikan perumusan 
tindak pidana sebagai berikut : 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, 
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau di haruskan) dan 
diancam dengan pidana oleh undang – undang bersifat melawan 
hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 
bertanggungjawab)”.  
 
Sianturi (Amir Ilyas, 2011 :  23) berpendapat bahwa istilah tindak 
adalah merupakan tindakan dari kata “tindakan” berarti orang yang 
melakukan disebut sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua 
orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat 
dilakukakan oleh orang – orang tertentu, misalnya menurut golongan 
dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan 
bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan 
menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai, dan 
lain –lain sebagainya. 
 Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 231-232) istilah delik 
merupakan istilah yang paling tepat karena :  
1. bersifat universal, semua orang didunia mengenalnya; 
2. lebih singkat, efisien dan netral; 
3. tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, 
perbuatan pidana (bukan peristiwa yang dipidana), tapi 
perbuatannya; 
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4. luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik yang 
diwujudkan oleh koorperasi, orang yang tidak di kenal menurut 
hukum pidana ekonomi indonesia. 
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana  
Menurut Lamintang (1990 : 193), unsur – unsur tindak pidana 
dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur  subjektif dan unsur 
objektif. Yang dimaksud unsur  subjektif itu dalah unsur-unsur yang 
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, 
dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 
dalam hati. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah  
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam 
keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan. 
Lanjut Lamintang (1990 : 193) mengemukakan unsur – unsur 
subjektif dari tindak pidana sebagai berikut : 
1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa) : 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1)  KUHP : 
3. Macam – macam maksud dan oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya didalam kejahatan – kejahatan pencurian , penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain – lain : 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya yang terdapat didalam Pasal 340 KUHP: 
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain tedapat 
didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
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Selanjutnya menurut lamintang (1990 :  194) unsur – unsur objektif 
dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijckheid; 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 
KUHP; 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
 
Sedangkan  menurut Teguh Prasetyo (2011 : 50) di dalam tindak 
pidana tersebut terdapat unsur – unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur Obyektif  
Unsur yang terdapat di luar si pelaku, .unsur – unsur yang ada yang 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana 
tindakan – tindakan si pelaku itu harus dilakuakan. Terdiri dari : 
1. Sifat melanggar hukum. 
2. Kualitas dari si pelaku . 
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan 
jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam 
kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3. Kausalitas.  
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
b. Unsur subyektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
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Dan unsur ini terdiri dari : 
1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa). 
2. Maksud pada suatu percobaan seperti yang ditentukan dalam 
Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3. Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – 
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 
4. Merencanakan terlebi dahulu, seperti yang tercantum  dalam 
Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih 
dahulu. 
5. Perasaan takut seperti tedapat dalam Pasal 308 KUHP. 
Sedangkan menurut Moeljatno, unsur – unsur atau elemen 
perbuatan pidana terdiri dari : 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
 Misalnya ada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak 
terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang 
dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat 
dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini 
ada jika pelakunya adalah seorang PNS. 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan 
itu harus dilakuakan dimuka umum, jadi hal ini menentukan 
bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan 
tadi adalah dengan dilakukan di muka umum. 
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c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu 
seorang terdakwah telah dapat dianggap melakukan perbuatan 
pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan 
tambahan tadi ancaman pedananya lalu diberatkan. 
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
Unsur melawan hukum yang menunjuk pada keadaan lahir atau 
objektif yang menyertai perbuatan. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku 
kejahatan itu sendiri. 
Unsur-unsur tindak pidana menurut Andi zainal Abidin Farid (1981 : 
148) terdapat dua pandangan aliran yakni aliran monisme dan aliran 
dualistis . Aliran monisme antara lain dianut oleh Simons dan Jonkers 
yang memandang bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah: 
a. Mencocoki rumusan delik/tindak pidana; 
b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pemebenar); 
c. Ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa (tidak ada 
alasan pemaaf) dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Jadi menurut aliran monisme tersebut di atas sifat melawan hukum 
dan kesalahan adalah termasuk unsur-unsur tindak pidana. Dengan 
demikian jika ada tindak pidana maka di situ harus ada orang yang dapat 
dipidana (strafbaar person), tanpa itu tidak ada tindak pidana.  
19 
Sebagai contoh Lelaki A ( seorang yang gila) disuruh oleh si B 
untuk memperkosa seorang perempuan C . kemudian si A benar-benar 
memperkosa C, sedangkan ia (A)  tidak mampu bertanggung jawab. 
Dalam contoh kasus tersebut, jika ditinjau dari sudut pandang monisme, 
maka di situ tidak ada tindak pidana yang terjadi, karena pertanggung-
jawaban si pelaku tidak ada, yaitu si A (seorang yang gila) tidak dapat 
dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP. Jadi dalam peristiwa 
tersebut, oleh karena unsur pertanggung jawaban si pelaku tidak ada, 
maka tidak ada tindak pidana yang terjdi. Hal ini berarti pula tidak ada 
orang yang dapat dipidana, oleh karena syarat-syarat pemidanaan tidak 
cukup. 
Sedangkan aliran dualisme menurut Andi Zainal Abidin farid (1981 : 
150) berpendapat bahwa untuk memidana seseorang harus dipisahkan 
antara unsur perbuatan dan unsur  pembuat (feit dan dader), karena 
masing-masing mempunyai unsur sendiri, yaitu : 
a. Unsur-unsur perbuatan (handlung), yaitu : 
- Mencocoki rumusan delik  
- Melawan hukum ( tak ada alasan pembenaran )  
b. Unsur – unsur pembuat (handelende) , yaitu :  
- Adanya kesalahan yang meliputi dolus dan culpa  
- Kemampuan bertangung jawab ( tak ada alasan pemaaf ) .  
Apabila contoh kasus tersebut di tinjau dari sudut pandang 
dualisme, maka di situ tetap ada delik yang terjadi , meskipun kemampuan 
bertanggung jawab pada diri si pelaku tidak ada ( si gila tak dapat di 
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pertangungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP pidana ) , oleh karena 
kemampuan bertangung jawab tidak termaksud unsur perbuatan ( feit) , 
melainkan termaksud unsur pembuat ( dader ) .  dengan demikian 
walaupun unsur kemampuan bertangung jawab pada diri si pelaku tidak 
ada ,  namun di situ tetap ada peristiwa pidana ,  dan yang harus di pidana 
dalam hal ini adalah pembuat tak langsung , yaitu si B tersebut . dalam 
kasus yang demikian ini terjadi bentuk peyertaan yang di sebut 
doenplegen menurut Pasal 55 KUHP . 
 
C. Tindak Pidana Illegal Logging 
1. Pengertian Tindak Pidana Illegal Logging 
Pengertian illegal logging dalam Undang – Undang Kehutanan tidak 
secara jelas menyebutkan tentang pengertian tersebut, begitupun dalam 
peraturan perundang –undangan yang lain. 
Namun dalam The Contemporary English Indonesia Dictionary  
(Salim, 2003 : 65) illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan 
dengan hukum, haram. Dalam Black’s Law Dictionary, illegal artinya 
forbidden by law; unlawfull’s  artinya yang dilarang menurut hukum atau 
tidak sah. Log artinya batang kayu atau kayu gelondongan dan logging 
artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.   
Sementara itu, menurut Supriadi (2011 : 299) , illegal logging 
secara harfiah, yaitu menebang kayu kemudian membawa ketempat 
gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut 
hukum. Dalam Inpres RI No. 5 Tahun 2001 tentang Pembarantasan 
Penebang Kayu Illegal  (Illegal logging) dan peredaran Hasil Hutan Iillegal 
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di Kawasan Lauser dan Taman Nasional Tanjung, Illegal logging 
disinonimkan dengan penebangan kayu illegal. Selanjutnya menurut 
Supriadi (2011 : 299) bahwa definisi lain dari illegal logging adalah 
operasi/ kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak. 
Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW), membagi  
penebangan liar (illegal logging) menjadi dua, yaitu : pertama, yang 
dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan – ketentuan 
dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon – 
pohon ditebang oleh orang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk 
menebang pohon 
Menurut Abdul Khakim (2004: 165) bahwa illegal looging yang 
berasal dari kata illegal dan looging, illegal  berdasarkan terminologi 
berarti tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum atau 
melanggar hukum  atau melanggar hukum, sedangkan logging berarti 
memotong atau menebang kayu. Jadi illegal logging berarti kegiatan 
menebang kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut 
hukum atau melanggar hukum. Definisi illegal logging menurut Interntional 
Tropical Timber Organization (ITTO) (Abdul Hakim, 2004 :165)  adalah 
kegiatan logging yang tidak menerapkan asas kelestarian  (unsustainable 
forest management). 
Menurut Didik prasetyo ( Abdul Khakim, 2004 ; 165) bahwa jika 
dikaitkan dalam praktek, pengertian illegal logging terbagi 2 (dua), yaitu 
pengertian secara sempit  dan pengertian secara luas. Pengertian secar 
sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar. Sedangkan 
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pengertian secara luas  menyangkut setiap tindakan/perbuatan 
pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan 
operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu    
Selanjutnya menurut Prasetyo, terdapat 7 (tujuh) dimensi dari 
kegiatan illegal logging, yaitu : 
1. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau 
belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa, 
2. Praktik, apabila pada praktinya tidak menerapkan praktik 
logging yang sesuai peraturan, 
3. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang 
dikawasan konservasi / lindung, atau usul lokasi tidak dapat 
ditunjukkan, 
4. Produksi kayu, apabila kayu sembarang jenis (dilindungi), tidak 
ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada 
tanda pengenal perusahaan, 
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu, 
6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, 
dan  
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen 
maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan. 
Jadi, berdasarkan pengeritan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
ruang lingkup tindak pidana illegal logging adalah kegiatan dibidang 
kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup 
penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli 
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(termasuk ekspor – impor ) kayu yang tidak sah atau bertentangan 
dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang menimbulkan 
kerusakan hutan. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Illegal Logging 
Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 50  dan sanksi 
pidananya dalam Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(UU Kehutanan), yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana 
perampasan benda yang digunakann untuk melakukan perbuatan pidana, 
ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. 
Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam 
Pasal 78 UU Kehutanan. 
Uraian tentang ketentuan pidana dan sanksinya terhadap kegiatan 
illegal logging menurut UU Kehutanan (Pasal 50 mengatur tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan pada Pasal 78 mengatur tentang 
ancaman pidanya) adalah sebagai berikut : 
1.  Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana 
perlindungan hutan. (pasal 50 ayat (1)). Barang siapa dengan 
sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan 
diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar 
rupiah) (pasal 78 ayat (1)). 
2.  Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan, izin 
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin hasil pemungutan 
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hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan 
yang menimbulkan kerusakan hutan (pasal 50 ayat (2). Barang 
siapa yang melanggar ketentuan ini, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (pasal 78 ayat 
(1)). 
3.  Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan dengan radius atau jarak (Pasal 50 ayat (3) 
huruf c) sampai dengan : 
a. 500 (lima ratus) meter dari tepi danau atau waduk; 
b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai 
didaerah rawah; 
c. 100 (seratus meter dari tepi kiri dan kanan sungai; 
d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dan tepi jurang; 
f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan 
pasang terendah tepi pantai. 
Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (pasal 78 ayat (2)).  
4.  Setiap orang dilarang untuk menebang pohon atau memanen 
atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak 
atau izin dari pejabat yang berwenang (pasal 50 ayat (3) huruf 
e). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana 
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penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (pasal 78 ayat 
(4)). 
5.  Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima 
titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui 
patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di 
pungut secara tidak sah (Pasal 50 ayat (3) huruf f). pelanggaran 
terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (4)). 
6.  Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya 
hasil hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf h). Pelanggaran terhadap 
ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- 
(sepuluh miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (6)).  
7. Membawa alat – alat berat dan atau alat –alat lainnya yang 
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil 
hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf j). 
8. Membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan 
tanpa izin pejabat berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf k). 
Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana 
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penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (9)), 
9. Negara melakukan perampasan terhadap hasil hutan dan alat- 
alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan dan atau pelanggaran (Pasal 78 ayat 
(15)). Dalam penjelasannya disebutkan benda yang termasuk 
alat – alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, 
pontoon, tugboat, perahu layar, helicopter dan lain – lain. 
Dari uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang 
diatur oleh UU Kehutanan di atas, maka dapat ditemukan unsur – unsur 
yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana 
terhadap kejahatan illegal logging yaitu sebagai berikut : 
a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan ; 
b. Kegiatan yang kuluar dari ketentuan perizinan sehingga 
merusak hutan; 
c. Melanggar batas – batas tepi sungai, jurang dan pantai yang 
ditentukan Undang – Undang; 
d. Menebang pohon tanpa izin; 
e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima 
titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui 
atau patut diduga  sebagai hasil hutan illegal; dan 
f. Membawa alat –alat berat dan alat – alat lain pengelolaan hasil 
hutan tanpa izin. 
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Ketentuan pidana yang terdapat di dalam KUHP yang dapat 
dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan (illegal logging) 
sebelum berlakunya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
adalah: 
1. Pasal 362 tentang Tindak Pidana pencurian 
Barangsiapa mengambil sesuatu barang sebagian atau 
seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki 
barang itu secara melawan hukum, dihukum karena pencurian 
dengan hukuman penjara selama-lamanya  lima tahun atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. 
 
2. Pasal 263 tentang pemalsuan surat : 
1). Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat 
yang dapat menerbitkan hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) 
atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh 
dipergunakan  sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, 
dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-
olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 
mempergunakannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian 
dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya enam tahun. 
2). Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa 
dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan 
itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukn, kalau hal 
menggunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 
 
3. Pasal 372 tentang Penggelapan 
Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum 
suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk 
kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya 
bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 900,- 
 
Pasal 374 tentang Penggelapan dalam Jabatan 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang 
barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya 
atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-
lamanya lima tahun 
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4. Pasal 406 ayat (1) tentang Pengrusakan Barang 
barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 
menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat diapakai 
atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling 
banyak Rp. 4500, 
 
5. Pasal 480 tentang penadahan : 
Dengan  hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp,900,- dihukum : 
                      1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, 
menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima 
sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, 
menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang 
diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu 
diperoleh karena kejahatan. 
2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil  
sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus 
disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. 
 
Pasal 481 tentang penadahan sebagai mata pencaharian : 
                     1) Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja  
membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau 
menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, 
dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
                    2) Si tersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam 
pasal 35 N0. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan 
pekerjaanyang dipergunakannya untuk melakukan 
kejahatan tersebut 
         
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hutan 
1. Dasar Hukum Perlindungan Hutan 
Dasar hukum perlindungan hutan, dapat kita lihat pada konsitusi 
Negara sebagai hukum tertinggi (highest law), yakni yang ditegaskan 
pada alinea IV pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) bahwa: 
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 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah 
Negara Indonesia yang melindingi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 
perdamainan abadi dan keadilan sosial maka disusunlah” 
 
 Hal tersebut di atas, kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) 
UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air serta kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Dalam penjelasan umum Undang – Undang No.5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yaitu pada bagian II 
angka 2 dinyatakan bahwa bumi, ruang angkasa dan yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh Negara, yang mana arti dikuasai bukan berarti 
dimiliki, akan tetapi memberikan wewenang kepada Negara sebagai 
organisai tertinggi untuk :  
a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan penyelidikan 
dan pemiliharaan 
b. Menentukan hak – hak yang dapat dipunyai atas bagiann dari 
hukum antara orang – orang dengan perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 
c. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum 
antara orang – orang dengan perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air, dan ruang angkasa. 
Selain itu sumber hukum di atas, kita akan mengaitkannya dengan 
sumber hukum perlindungan hutan,yakni sebagaimana yang ditegaskan 
dalam UU Kehutanan sebagai berikut : 
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Pasal 46 
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam 
bertujuan menjaga hutan dan lingkungannya, agar fungsi 
lindung, fungsi keonservasi, dan fungsi produksi tercapai secara 
optimal & lestari. 
 
Pasal 47 
Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk : 
a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan 
yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran 
daya – daya alam, hama, serta penyakit dan, 
b. Mempertahankan dan menjaga hak – hak Negara, masyarakat 
dan perorangan atas hutan, investasi serta penyakit yang 
berhubungan dengan pengelolaan hutan. 
 
Pasal 51 ayat (1) 
Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka 
kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat 
pekerjaanya diberikan wewenang kepolisian khusus. 
 
 
2. Subyek Hukum  Tindak pidana kehutanan  
Menurut Sofjan Sastrawidjaja (1990 :  126),  Subyek hukum adalah 
segala sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, atau lebih 
singkatnya disebut pendukung hak dan kewajiban. Lebih lanjut 
disebutkan, bahwa subyek hukum adalah orang, yang menurut hukum 
terdiri atas manusia dan badan hukum. 
Dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana 
adalah hanya manusia (natuurlijke personen), sedangkan badan hukum 
(recht personen) dan hewan tidak dapat menjadi subyek tindak pidana. 
Menurut Sofjan Sastrawidjaja (1990 : 126-127), hal-hal yang 
menyatakan bahwa manusia sebagai subyek tindak pidana : 
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1. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan 
perkataan barangsiapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang 
nakhoda, dan lain-lain. Ini berarti tidak lain adalah manusia; 
2. Jenis-jenis pidana yang ditentukan pada pasal 10 KUHP hanya 
ditujukan terhadap manusia; 
3. Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas 
kesalahan seorang manusia, yang disebut dengan hukum 
pidana kesalahan (schuldstrafrecht). Dalam  schulstarfrecht  
yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia 
yaitu berupa kesalahan perseorangan atau individu (individuale 
schuld). 
Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya mengenai subyek 
tindak pidana itu diperluas, bukan hanya manusia (natuurlijke personen ) 
tetapi juga badan hukum (rechtspersonen). 
Perluasan badan hukum sebagai subyek tindak pidana tersebut 
karena suatu kebutuhan yang disesuaikan dengan perkembangan 
peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Akan tetapi pada hakikatnya 
akibat dari pemidanaan terhadap badan hukum itu yang menderita adalah 
manusia-manusia juga.   
Badan hukum dianggap oleh hukum sebagai orang karena badan 
hukum itu mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari 
pengurusnya. 
Di bidang hukum perlindungan hutan yang menjadi subjek hukum 
perlindungan hutan adalah sebagaimana yang diakui oleh peraturan di 
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bidang kehutanan seperti pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau 
Hak Penguasaan Hasil Hutan (HPHH), pemegang Izin Pengelolaan Kayu 
(IPK), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi dan personal atau 
perorangan. 
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa subyek 
hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dari subyek hukum 
perlindungan hutan, yakni hak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 
Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1970 sebagaimana 
yang telah diubah dan ditambah dengan PP Nomor 8 Tahun 1975 tentang 
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan 
(HPHH), yaitu untuk menebang kayu dengan cara tebang pilih, 
pengelolahan dan pemasaran hasil hutan yang berdasar atas kelestarian 
hutan, tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan untuk keperluan 
pengusahaan hutan seperti penanaman bahan makanan untuk kebutuhan 
sendiri, pembuatan jembatan, dan lain – lain. Hak ini merupakan hak bagi 
pemegang HPH / HPHH. 
Sedangkan hak bagi pemegang Hak Pengurusan Hutan Tanaman 
Industri (HPHTI) sebagaimana yang di atur dalam Pasal 11 PP Nomor 7 
Tahun 1990 tentang HPHTI. Untuk memanfaatkan hasil Hutan pada akhir 
berdasarkan HPHTI yang telah diberikan kepadanya, yang dimulai dengan 
tindakan penanaman. Hak pemegang izin serta ketentuan yang berlaku. 
Seperti makna yang tersirat dalam Pasal 11 ayat (1) UU kehutanan 
yang mengatur pengurusan hutan memiliki dilakukan oleh pemiliknya. 
Dalam hal ini, undang – undang secara tidak langsung telah mengakui 
33 
hak pemilik atas hutan milik tersebut. Di samping itu, dikenal pula hak – 
hak masyarakat adat dan hak perorangan untuk menempati  hutan 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam undang – undang. 
Kawajiban subyek hukum terhadap hutan telah ditetapkan dalam 
undang – undang yakni : 
a. Kewajiban masyarakat yang diatur dalam Pasal 15 (3) UU 
Kehutanan yang menyatakan bahwa untuk terlaksananya 
perlindungan hutan ini dengan sebaik – baiknya, maka rakyat 
diikutsertakan. Dalam penjelasan, hal tersebut bukan hanya 
menjadi kewajiban pemerintah saja, melainkan juga kewajiban 
masyarakat karena fungsi hutan menguasai hajat hidupnya. 
b. Kewajiban pemegang hak yang diatur didalam UU Kehutanan 
Pasal 48 (3) bahwa pemegang izin usaha pemanfaatan hutan 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 27  dan Pasal 19 serta 
pihak – pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 34  diwajibkan melindungi 
hutan dalam areal kerjanya. 
3. Jenis Perlindungan Hutan 
Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam Pasal 
15 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan 
(UUPK), kemudian diubah dengan Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 
Undang – Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan 
4 (empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas : 
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a. Hutan , 
b. Kawasan hutan, 
c. Hasil hutan, dan 
d. Investasi. 
Di dalam PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan 
ditentukan empat (empat) macam perlindungan, yaitu : 
a. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan lainnya (Pasal 4, 
pasal 5 dan Pasal  6) yaitu suatu usaha untuk menjaga dan 
melindungi kawasan hutan dan hutan cadangan yang telah 
ditentukan peruntukannya. Areal tersebut harus dipasangi pal – 
pal batas sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa 
hutan tersebut telah ditentukan sebagai kawasan hutan atau 
hutan cadangan. 
b. Perlindungan tanah hutan (Pasal 7 dan Pasal 8), yaitu suatu 
usaha untuk menjaga dan mempertahankan tanah di sekitar 
kawasan hutan dengan menggunakan alat yang tidak sesuai 
dengan kondisi tanah dan lapangan, penebangan pohon dekat 
mata air, waduk dan sungai. 
c. Perlindungan terhadap kerusakan hutan (Pasal 9 sampai Pasal 
12) yaitu suatu usaha untuk menjaga dan melindungi hutan dari 
kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 
bencana alam, kebakaran, hama dan penyakit. 
d. Perlindungan hasil hutan (Pasal 13 dan Pasal 14) merupakan 
suatu usaha untuk melindungi dan menjaga hak – hak negara 
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terhadap hasil hutan melalui kegiatan pengukuran dan 
pengujian hasil hutan. 
4. Pembagian  Hutan 
a. Menururut Status Hutan 
Berdasarkan statusnya (Pasal 5 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 
41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan terbagi menjadi 2 (dua) macam, 
yitu : 
1) Hutan Negara 
Hutan negara menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 41 tahun 
1999  ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani 
hak atas tanah hutan negara dapat di bentuk :  
a. Hutan adat ialah hutan negara yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat ( rechtsgemeenschap) . dahulu 
istilah hutan adat lebih populer di sebut hutan ulayat, hutan 
marga, hutan pertuanan , dan sebagainya  
b. Hutan desa ialah hutan negara yang di kelola oleh desa dan 
di manfaatkan untuk kesejahteraan desa .  
c. Hutan kemasyarakatan ialah hutan negara yang 
pemanfaatan nya utamanya di tujukan untuk 
memberdayakan masyarakat .  
Pembagian hutan negara tersebut di atas tampaknya masi 
perlu di perjelas agar tidak terjadi multiinterpretasi overlapping. 
Hutan adat tentu subjeknya tentu masyarakat adat tetapi untuk 
hutan desa dan hutan masyarakat subjeknya siapa? 
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masyarakat umum atau masyarakat adat ? bagaimana bila 
dalam suatu desa terdapat masyarakat adat , apakah bisa 
memanfaatkan sekaligus hutan adat, hutan desa dan hutan 
masyarakat ?   
2) Hutan hak  
Hutan hak menurut UU Nomor 41 tahun 1999 ialah hutan yang 
berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah .  
Hutan hak yang berada pada tanah yang di bebani hak milik di 
sebut hutan rakyat . Pegertian hutan hak menurut Pasal 67 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 bahwa hutan hak  
adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas 
tanah , serta dibuktikan degan alas titel  atau hak atas tanah . 
b. Menurut Fungsi Hutan  : 
Berdasarkan fungsinya hutan terbagi menjadi 3 (tiga)  macam 
(Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), yaitu: 
1) Hutan Konservasi 
Hutan konservasi menurut Pasal 1 angka 9 ialah kawasan hutan 
dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok 
pegawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 
ekosistemnya  
Hutan konservasi terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : 
a) Kawasan hutan suaka ialah hutan degan ciri khas tertentu , 
yang mempuyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem , 
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yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 
kehidupan.  
b) Kawasan hutan pelestarian alam ialah hutan dengan ciri 
khas tertentu, yang mempuyai fungsi pokok perlindungan 
sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman 
jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya  
Kawasan pelesatarian alam menurut Pasal 29 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdiri atas: 
1) Taman nasional ialah kawasan pelestarian alam yang 
mempunyai ekosistem asli, di kelolah dengan sistem 
zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian , ilmu 
pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya, 
pariwisata dan rekreasi.  
2) Taman hutan rakyat ialah kawasan pelesatrian alam 
untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau bukan asli, yang 
di manfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, dan 
rekreasi. 
3) Taman wisata alam ialah kawasan pelesatarian alam 
yang terutama di manfaatkan untuk pariwisata dan 
rekreasi alam. 
c) Taman buru ialah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai 
kawasan untuk berburu. 
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2) Hutan Lindung 
Hutan lindung menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 41 tahun 
1999 ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindugan sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk 
mengatur tata air, serta mencegah banjir, mengendalikan erosi, 
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 
3)  Hutan Produksi  
Hutan produksi menurut Pasal 1 angka 7 UU Nomor 41 tahun 
1999  ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. Walaupun setiap wilayah hutan 
mempunyai kondisi yang berbeda- beda, pada umumnya semua 
hutan mempunyai fungsi konservasi lindung, dan produksi. 
Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda- beda 
sesuai dengan keadaan fisik, tofografi, flora dan fauna, serta 
keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. 
4) Hutan dengan Tujuan Khusus 
Hutan dan tujuan khusus ialah hutan yang di gunakan keperluan 
penelitian dan pegembagan, pendidikan dan pelatihan, serta 
kepentigan-kepentigan religi dan budaya setempat . 
Pemanfaatan hutan untuk tujuan khusus ini tidak boleh 
mengubah fungsi pokok kawasan hutan, yaitu fungsi konservasi, 
fungsi lindung, dan fungsi produksi.  
5) Hutan Kota 
Hutan kota ialah kawasan tertentu di setiap kota yang berfungsi 
untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan 
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resapan air. Hutan kota ini dapat berada pada tanah negara 
maupun tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan yang 
cukup dalam suatu hamparan lahan. 
 
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan   
Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja 
dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan tindak pidana dan 
sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan 
kewenangan memutuskan suatu perkara tidak boleh sewenang-wenang 
dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki 
oleh seoarang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup 
dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu  
mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim di atur Pasal 197 ayat (1) 
KUHAP yang berbunyi: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai 
fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari 
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan – penentuan 
kesalahan terdakwa”. 
Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan 
bahwa : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
 
Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang terdapat 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni : 
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1. Keterangan saksi; 
2. Keterangan ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk; 
5. Keterangan Terdakwa  
Menurut  Lilik Mulyadi (2007 : 193-194) yang menyatakan bahwa : 
“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta – 
fakta didalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah 
menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani 
kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”. 
 
Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) 
naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern 
Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa 
dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut : 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana; 
f. Sikap dan tindakan perbuatan sesudah melakukan tindak 
pidana; 
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban 
dan; 
j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian  akan dilakukan di wilayah hukum Kabupaten 
Maros yakni di Pengadilan Negeri  Maros, Pada instansi tersebut Penulis 
dapat memperoleh data yang akurat karena disamping  memiliki 
kompetensi terkait objek penelitian, juga merupakan tempat pemeriksaan 
dan diputusnya kasus (tindak pidana) yang akan dianalisis dalam 
penulisan skripsi ini yakni tindak pidana illegal logging  dengan Putusan 
Nomor 200/Pid. B/PN.MRS. 
 
B. Jenis Penelitian   
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini terdiri 2 
(dua), yakni : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian untuk 
mendapatkan data tentang kasus yang diteliti yakni di Pengadilan 
Negeri Maros.   
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian yang dilakukan dengan  membaca  berbagai literatur 
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yakni buku-buku, 
makalah, jurnal termasuk perundang-undangan yang berkaitan 
dengan tindak pidana illegal loggimg. 
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C. Jenis Dan Teknik  Pengumpulan Data 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh  langsung dari pihak yang 
terkait sehubungan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis, 
yakni hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan 
dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta menpunyai 
hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan 
skripsi, 
Teknik pengumpulan data primer adalah dengan melakukan 
wawacara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara/tindak 
pidana yang diteliti oleh penulis. Sedangkan teknik pengumpulan data 
sekunder yaitu dengan membaca literatur yang berkaitan dengan masalah 
yang dibahas termasuk mempelajari putusan pengadilan yang menjadi 
obyek penelitian.  
 
D. Analisis Data 
Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara kualitiatif, kemudian dilakukan secara deskriptif untuk 
menjawab permasalahan dalam penelitian ini 
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BAB IV 
PEMBAHASAN  
  
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak  Pidana 
Illegal Logging dalam Putusan No. 200/Pid.B/2012/PN.Maros 
1. Posisi Kasus  
Tindak pidana illegal logging yang terjadi di Kabupaten Maros yang 
bertempat di jalan masuk Perumahan Angkasa Raya Dusun Carangki 
Kecamatan  Tanralili Kabupaten  Maros dengan posisi kasus sebagai 
berikut : 
Polisi kehutanan Kabupaten Maros telah menemukan 1 ( satu ) Unit 
Mobil Truck yang  memuat kayu hasil hutan tanpa di lengkapai dengan 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)  pada Hari Rabu tanggal 
8 Agustus 2012 sekitar jam 00.30 wita di jalanan masuk Perumahan 
Angkasa Raya Dusun Carangki Kecamatan Tanralili Kab. Maros. Pada 
mulanya Polisi Kehutanan mendapat laporan dari staf Dinas Kehutanan 
Maros  yang juga Polisi Kehutanan yang bernama Risal, telah 
menemukan tempat penebangan dan tempat penyimpanan di Kawasan 
Hutan Negara ( hutan lindung ) yang terletak di Dusun Tala – tala Desa 
Bonto Manai Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Pada Hari Selasa 
tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 14. 00 wita. Risal dan Amin yang 
juga   anggota Polisi Kehutanan Kabupaten  Maros dan Anggota Polsek 
Tompobulu mendatangi tempat penebangan dan tempat penyimpanan 
yang di temukan oleh Risal ( polhut ) pada saat tiba di tempat maka Risal 
mengatakan bahwa jumlah kayu tebangan berupa kayu bantalan yang 
berada di tempat penyimpanan telah berkurang dari jumlah sebelumnya 
pada saat di temukan. Mengetahui hal tersebut Anggota Polisi Kehutanan 
Kab. Maros mencari informasi dan pengawasan terhadap kegiatan 
penebangan kayu di Kawasan Hutan Negara yang terletak di Dusun tala – 
tala Desa Bonto Manai Kecamatan Tompobulu Kab. Maros bahwa pada 
pukul 19.00 wita, anggota Polisi Kehutanan menerima informasi dari 
masyarakat bahwa ada 1 ( satu ) unit mobil truck sedang memuat kayu 
dari lokasi tersebut sehingga Risal dan Amin ( Polhut ) membagi tugas 
dan melakukan penghadangan terhadap mobil truck yang mengangkut 
kayu – kayu tersebut di Tanralili dan benar kayu tersebut berasal dari 
tempat penyimpanan yang di temukan di Kawasan Hutan Negara yang 
tidak di lengkapi dengan Surat Keteragan Sahnya Hasil Hutan  ( SKSHH)  
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2. Dakwaan Penuntut Umum  
Terdakwa Muh. Risal Bin Hamsah Hari Rabu tanggal 8 agustus 
2012 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain 
dalam Bulan Agustus pada tahun 2012 , bertempat di jalan masuk 
perumahan angkasa raya dusun Carangki Kec. Tanralili Kab. Maros atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Maros dengan segaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 
hutan berupa kayu rimba campuran sebanyak 6 (enam) kubik sejumlah 
199 batang yang terdiri dari  kayu pulai sebanyak 21 (dua puluh satu ) 
batang , kayu gamal sebanyak 26 (dua puluh enam) batang , kayu 
kenangan sebanyak 17 (tujuh belas) batang, kayu bayur sebanyak 12 
(dua belas) batang kayu terapa sebanyak 19 (sembilan belas) batang, 
kayu tahara sebanyak 12 (empat belas) batang, kayu bilalang sebanyak 2 
(dua) batang , kayu gadog sebanyak 8 (delapan) batang dengan 
menggunakan alat angkut 1(satu) unit mobil truck merk Dyna 6 (enam) 
roda yang tidak dilengkapi dengan surat keteragan sahnya hasil hutan 
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa mulanya terdakwa Risal membeli jenis kayu rimba 
campuran yang terdiri dari jenis kayu pulai, kayu gamal, kayu kenangan, 
kayu bayur , kayu terapa, kayu tahara, kayu bilalang, kayu gadog, pada 
masyarakat dari Dusun Tala-tala Desa Bonto Manai Kec. Tompobulu , 
Kab Maros dan Dusun Gatarang Desa Bonto Matinggi Kec. Tompobulu 
Kab. Maros dengan harga. Rp. 1.050.000.(satu juta lima puluh ribu rupiah) 
perkubik sebanyak 6 (enam) kubik bahwa kayu tersebut berasal dari hutan 
yang berada di Dusun Tala-tala Desa Bonto Matinggi Kec. Tompobulu 
Kab. Maros yang merupakan kawasan hutan negara berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.434 /Menhut – II/ 2009  
tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi 
Perairan Propinsi Sulawesi Selatan  
Bahwa pada Hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 
19.00 wita terdakwa bersama kernetnya menaikan kayu-kayu tersebut 
kedalam truck Dyna 6 roda milik terdakwa , sekitar pukul 21.00 wita kayu-
kayu yang telah berada di dalam mobil truck Dyna diangkut, tetapi  
terdakwa menghentikan mobil truck berisi kayu milik terdakwa di dekat 
Perumahan Angkasa Pura Dusun Carangki Kec. Tanralili Kab. Maros 
dengan maksud ingin menganti ban karena bannya meletus. Namun 
karena tersangka tidak membawa ban cadangan maka terdakwa 
menyimpan dan meninggalkan truck yang berisi muatan kayu milik 
terdakwa di jalan masuk Perumahan Angkasa Pura dan terdakwa pulang 
bermalam di rumah sepupu terdakwa : 
Bahwa kayu jenis rimba campuran yang terdiri dari jenis kayu pulai, 
kayu gamal. Kayu kenangan , kayu bayur, kayu terapa, kayu tahara, kayu 
bilalang, kayu gadog tersebut sebanyak 6 kubik yang diangkut oleh truck 
dyna 6 roda milik terdakwa tidak dilengkapi dokumen Surat Keteragan 
Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)) yang sah dari pihak yang berwenang yaitu 
pihak kehutanan Kabupaten Maros kemudian kayu tersebut ditemukan 
dan disita oleh petugas Kepolisian Resort Maros : 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 78 Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang – Undang Nomor 41 
Tahun 1999 Tentang Kehutanan.  
 
3. Tuntutan Penuntut umum (Requisitoir)  
Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sebagai 
berikut :  
1. Menyatakan terdakwa Muh. Risal bin Hamsah terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ 
mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya 
Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana diatur dan di ancam pidana 
dalam Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-
Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan  
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muh. Risal bin Hamsah 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama 
terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa 
segera ditahan di Rutan Maros dan denda sebesar Rp 3.000.00 
(tiga juta rupiah) subsidair 2 (bulan) kurungan  
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Dyna  
- 1(satu) lembar STNK mobil truck merk Dyna  
Di rampas untuk negara : 
- Kayu rimba campuran sebanyak 6 (enam) kubik sebanyak 
119 batang yang terdiri dari  yaitu kayu pulai sebnyak 21 
batang , kayu gamal sebanyak 26 batang , kayu kenangan 
sebanyak 17 batang, kayu bayur sebanyak 12 batang , kayu 
terapa sebanyak 19 batang, kayu tahara sebanyak 14 batang 
, kayu bilalang sabanyak 2 batang , kayu gadog sebanyak 8 
batang di kembalikan kepada negara Cq Pemerintah Daerah 
Kabupaten Maros , Cq Dinas Kehutanan Kabupaten Maros 
menpertimbangkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan  Pelelangan Hasil 
Hutan, Temuan Sitaan dan Rampasan. 
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani biaya sebesar Rp. 
2.000 (dua ribu rupiah) 
 
4. Amar Putusan  
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang 
terungkap dalam persidangan maka majelis hakim memutuskan : 
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1. Menyatakan terdakwa Muh. Risal bin Hamsah telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
selama 4 (empat) bulan.  
3. Menghukum pula untuk membayar denda sebesar : Rp. 
3.000.000 (tiga juta rupiah).  
4. Menetapkan apabila tidak membayar denda tersebut maka 
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah di jalani oleh 
terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan  
6. memerintahkan terdakwa agar segera ditahan.  
7. Memerintahkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit mobil truck Merk dina 6 (enam) roda dalam 
keadaan rusak  
- 1 (satu) Lembar STNK mobil truck merk dyna 6 (enam) roda 
No.pol.DD 9671DA atas nama H.Samadong  
- Kayu rimba campuran sebanyak 6 (enam) kubik sebanyak 
119 batang   yang terdiri dari yaitu kayu pulai sebanyak 21 
batang, kayu gamal sebanyak  26 batang , kayu kenangan 
sebanyak 17 batang, kayu bayur sebanyak 12 batang, kayu 
terapa sebanyak 19 batang, kayu tahara sebanyak 14 batang 
,kayu bilalang sebanyak 2 batang , kayu gadog sebanyak 8 
batang:  dirampas untuk negara . 
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2. 
000 (dua ribu rupiah). 
 
5. Analisis Penulis  
Dari segi hukum pidana formil, penulis menganalisis Putusan 
Nomor 200/Pid.B/2012/PN.MRS di atas telah memenuhi prosedur hukum 
acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.81 tahun 
1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Dalam surat putusan pemidanaan tersebut di atas telah memuat 
hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan pemidanaan 
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 197 KUHAP sebagai 
berikut : 
Ayat (1) surat pemutusan pemidanaan memuat : 
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a. Kepala putusan yang di tuliskan berbunyi “ DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” ; 
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin,   kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
terdakwa; 
c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
d. pertimbangan yang di susun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemeriksaan di sidang yang menajadi dasar penuntutan 
kesalahan terdakwa  
e. Tuntutan pidana sebagai mana yang diatur dalam surat tuntutan  
f. Pasal peraturan perundang-undagan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dalam putusan yang di 
sertai keadan yang memberatkan dan yang meringankan 
terdakwa  
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi 
semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana disertai 
dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang 
dijatuhkan  
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara di bebankan dengan 
menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang 
bukti  
j. Keterangan bahwa seluru surat ternyata palsu atau keterangan di 
mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap 
palsu  
k. Perintah supaya terdakwa di tahan atau tetap dalam tahanan 
atau di bebaskan 
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum , nama hakim 
yang memutusakan dan panitera. 
  
Surat putusan pemidanaan dengan nomor 200/Pid.B/2012/PN.MRS 
secara ketentuan telah memenuhi syarat tersebut.  
Selanjutnya penulis akan membahas mengenai rumusan masalah 
yang ada pada bab sebelumnya, yakni mengenai penerapan hukum 
pidana materiil kasus tersebut dan pertimbahan hakim sesuai putusan 
dalam studi kasus ini. 
Dalam kasusus illegal logging di atas terdapat 4 (empat) orang 
saksi di bawah sumpah yakni : 
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1. Saksi Nasarudin Baso S.Hut 
2. Saksi Muh. Risal,S.Hut bin H. Muh Arif 
3. Saksi Ir. Muh. Amin , Mh bin H. Ngaru 
4. Saksi Paimin bin Agus  
Semua keterangan saksi saling bersesuaian dari sisi hukum pidana 
formil terdakwa juga memilih untuk tidak didampingi penasehat hukum 
sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP. 
Telah di jelaskan dari awal bahwa pengertian illegal logging belum 
di atur dalam sebuah aturan manapun, sehingga praktisi hukum 
menafsirkan sendiri- sendiri mengenai istilah tersebut namun tindak 
pidana dalam bidang kehutanan ini diatur dalam Pasal 50 dan ketentuan 
pidana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 
41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Bahwa pasal yang didakwaan oleh penuntut umum adalah Pasal 78 
ayat (7)  jo, Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 tahun 
1999 tentang Kehutanan sebagai berikut : 
Pasal 50 ayat (3) huruh h : 
Setiap orang dilarang mengangkut , menguasai, atau memiliki hasil 
hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan 
 
Pasal 78 ayat (7) : 
Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam asal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 
 
Rumusan delik sebagaimana yang didakwaan dengan unsur 
sebagai berikut :  
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a. Unsur barangsiapa  
Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja pelaku 
sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatanya 
dalam hal ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa yang 
menurut pengakuannya bernama Muh. Risal alias Risal bin Hamsah yang 
identitas lengkapnya sama seperti yang tercantum dalam bagian awal 
putusan ini , sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah 
terpenuhi menurut hukum. 
b. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan : 
Bahwa yang dimaksud hasil hutan berdasarkan Pasal 1 angka 13 
Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 adalah benda – benda hayati, 
nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan, sedangkan 
penjelasan dalam Pasal 4 huruf e Undang – Undang Nomor 41 tahun 
1999 lebih lanjut menyatakan hasil hutan tersebut adalah termaksud hasil 
produksi yang langsung diperoleh bahan – bahan mentah yang berasal 
dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat 
, kayu gergajian kayu lapis dan pulp 
Berdasarkan fakta – fakta di persidangan baik dari keterangan 
saksi-saksi , keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti 
telah ternyata benar bahwa pada Hari Rabu tanggal 8 Agustus tahun 2012 
sekitar jam 00.30 wita di jalan masuk Perumahan Angkasa Raya Dusun 
Carangki Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yang tersimpan jenis 
kayu rimba campuran yang terdiri dari 119 batang yang terdiri dari yaitu 
kayu pulai sebnyak 21 batang , kayu gamal sebanyak 26 batang , kayu 
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kenangan sebanyak 17 batang, kayu bayur sebanyak 12 batang , kayu 
terapa sebanyak 19 batang, kayu tahara sebanyak 14 batang , kayu 
bilalang sabanyak 2 batang , kayu gadog sebanyak 8 batang bahwa kayu 
tersebut tedakwa beli dari masyarakat di Dusun Tala-tala Desa Bonto 
Manai Kecamatan tompobulu Kabupaten Maros bahwa kayu yang 
terdakwa beli dan kemudian terdakwa mengangkutnya dengan 
menggunakan mobil truck untuk dijual di Sudiang Kota Makassar tersebut 
berasal dari kawasan hutan yang terletak di Dusun Tala-tala Desa Bonto 
Manai Kecamatan Tompobulu yang merupakan kawasan hutan negara 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 434/Mnhut-II/2009 
tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi 
Perairan Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pertimbagan-
pertimbagan di atas, majelis hakim berpendapat unsur ini juga telah 
terpenuhi. 
c. Unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat 
Keterangan Sahnya Hasli Hutan  (SKSHH) : 
Bahwa yang dimaksud tidak dilengapai bersama-sama dengan 
surat keteragan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah bahwa setiap 
pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan 
tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah 
sebagai bukti dan apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya 
hasil hutan tidak sama keaadan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya 
maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang 
sah sebagai bukti (sebagaimana penjelasan atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan)  
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Berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi 
maupun keterangan terdakwa menunjukan bahwa terdakwa telah 
mengangkut kayu jenis kayu rimba campuran yang terdiri dari 119 batang 
yang terdiri dari kayu pulai sebanyak 21 batang , kayu gamal sebanyak 26 
batang, kayu kenangan sebanyak 17 batang, kayu bayur sebanyak 12 
batang, kayu terapa sebanyak 19 batang, kayu tahara sebanyak 14 
batang, kayu bilalang sabanyak 2 batang , kayu gadog sebanyak 8 batang 
dengan volume 5,6604 m3. Berdasarkan berita cara pengukuran kayu 
yang di lakukan oleh dinas Kehutanan Kabupaten Maros yang ditemukan 
oleh petugas polisi kehutanan Kabupaten Maros dan polisi Polres Maros 
pada Hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekitar jam 00.30 wita di jalanan 
masuk ke Perumahan Angkasa Raya Dusun Carangki Kecamatan 
Tanralili Kabupaten Maros menggunakan truck merk dyna 6 (enam ) roda, 
yang terdakwa beli dari masyarakat di Dusun Tala-tala Desa Bonto 
Matinggi Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, bahwa kayu-kayu 
terdakwa beli dan kemudian mengangkutnya dengan menggunakan mobil 
truck  untuk dijual di Sudiang Kota Makassar yang  berasal dari kawasan 
hutan yang terletak di Dusun Tala-tala Desa Bonto Manai Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Maros yang merupakaan kawasan hutan negara 
berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan bahwa terdakwa menguasai 
mengangkut dan memiliki kayu-kayu tanpa atau tidak dilengkapi dengan 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pihak yang 
berwenang dan  bahwa saksi Paimin bin Agus telah menerangkan pula 
bahwa pada saat disuruh oleh terdawa untuk menaikan kayu di pinggir 
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jalanan di  Dusun Tala-tala Desa Bonto Manai Kecamatan Tompobulu ke 
dalam mobil truck terdakwa yang diberi upah sebanyak Rp.50.000 (lima 
puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga telah mengakui bahwa kayu – kayu 
tersebut terdakwa beli atau mengangkutnya tersebut tanpa dilengkapi 
dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan 
(SKSHH) bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas majelis hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No 
200/Pid.B/2012/PN.MRS  
1. Pertimbangan Hukum Hakim  
Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman yang 
penulis kutip pada Putusan Nomor 200/Pid.B/2012/PN.MRS berdasarkan 
beberapa pertimbangan sebagai berikut : 
- Menimbang bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur 
sebagaimana di atur dalam pasal 78 ayat (7) Jo pasal 50 ayat 
(3) huruf h 
- Bahwa menimbang dengan mendegar pembelaan yang di 
ajukan terdakwa secara lisan tersebut majelis hakim 
sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa barang butki 
tersebut di rampas untuk negara sebagaimana dalam Pasal 78 
huruf 15 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan  
- Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan 
berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal 
yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus 
pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa karena 
perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan 
pembenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan 
bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatan dan kesalahannya.  
53 
- Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa 
berada dalam tahanan kota , maka lamanya terdakwa berada 
dalam tahanan kota tersebut supaya dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan.  
- Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak 
dimaksudkan sebagai upaya balas dendam , tetapi lebih 
ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat 
menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup 
kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi. 
- Menimbang selajutnya barang bukti yang diajukan dirampas 
untuk negara. 
- Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar 
biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut ada dalam 
amar putusan tersebut.  
- Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana 
atas diri terdawa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi 
terdakwa sebagai berikut : 
 
Hal-hal yang memberatkan yaitu : 
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan degradasi hutan 
yang disertai kerusakan ekosistemnya dan dapat 
menimbulkan dampak ancaman banjir bagi masyarakat 
yang tinggal disekitarnya.  
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan negara.  
 
Hal-hal yang merigankan yaitu : 
- Terdakwa sopan dan terus terang sehingga tidak 
menyulitkan persidangan.  
- Terdakwa menyesali perbuatannya.  
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri. 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
- Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadilan yang 
berlaku menurut  hukum dan rasa keadilan yang ada dalam 
masyarakat maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan 
sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan 
seimbang dengan perbuatannya terdakwa  
 
1. Menyatakan terdakwa Muh. Risal bin Hamsah telah terbukti 
secara sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “  Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi 
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bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan (SKSHH). 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 
penjara selama 4  (empat) bulan.  
3. Menghukum pula untuk membayar denda sebesar : Rp. 
3.000.000 (tiga juta rupiah).  
4. Menetapkan apabila tidak membayar denda tersebut maka 
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh 
terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan.  
6. Memerintahkan terdakwa agar segera ditahan.  
7. Memerintahkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit mobil truck Merk dyna 6 (enam) roda dalam 
keadaan   rusak.  
- 1 (satu) Lembar STNK mobil truck merk dyna 6 (enam) 
roda No.pol.DD 9671DA atas nama H.samadong  
- Kayu rimba campuran sebanyak 6 (enam) kubik sebanyak 
119 batang yang terdiri dari yaitu kayu pulai sebanyak 21 
batang, kayu gamal sebanyak  26 batang , kayu kenangan 
sebanyak 17 batang, kayu bayur sebanyak 12 batang, 
kayu terapa sebanyak 19 batang, kayu tahara sebanyak 
14 batang ,kayu bilalang sebanyak 2 batang , kayu gadog 
sebanyak 8 batang:  Dirampas untuk negara . 
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 
2000 (dua ribu rupiah). 
 
2. Analisis Penulis 
Dari uraian di atas mengenai alat bukti serta fakta – fakta dalam 
persidangan yang menjadi pertimbagan hakim dalam menjatuhkan 
putusan. 
Setelah majelis hakim mndengarkan keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa , melihat barang bukti dan memperoleh fakta hukum 
dalam persidangan . sehingga majelis berkeyakinan bahwa benar 
perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan 
tindak pidana yang di dakwaan kepadanya oleh penuntut umum  
Berdasarkan keterangan para saksi, surat tuntutan penuntut umum 
dan pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan maka majelis 
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berpendapat bahwa terdakwa memenuhi kriteria sebagai subyek hukum 
yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas tindak piadana 
yang telah dilakukan terdakwa. 
Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan suatu bukti 
bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas 
perbuatanya baik alasan pembenar sebagai alasan yang dapat 
menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatanya yang dilarang . 
Alasan pemaaf sebagai alasan yang dapat mengapuskan 
kesalahan yang melakukan tindak pidana atas dasar beberapa hal . pada 
faktanya terdakwa memenuhi kriteria sebagai yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya mengingat terdakwa dalam 
keaadan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keaadan terpaksa 
melakukan perbuatan tersebut sehingga itu terdakwa tidak lepas dasi 
segala tuntutan hukum. 
Adapun pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 
dilihat dari hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa 
dapat merusak funsgi hutan lindung . sedangkan hal – hal yang 
merigankan terdakwa yaitu karna terdakwa berlaku sopan dalam 
persidangan terdakwa , terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri 
dan terdakwa belum pernah di hukum . 
Sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah sesuai dengan 
sanksi yang di atur dalam UU Kehutanan yakni pidana penjara , denda 
dan pidana  tambahan berupa perampasan barang bukti sehingga itu 
terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat bulan ) dan denda sebesar 
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Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar 
harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua bulan ) dan barang 
bukti brupa 1(satu) unit mobil truck Merk dyna 6 (enam) roda dalam 
keadaan rusak Kayu rimba campuran sebanyak 6 (enam) kubik sebanyak 
119 batang yang terdiri dari  yaitu kayu pulai sebnyak 21 batang , kayu 
gamal sebanyak 26 batang , kayu kenangan sebanyak 17 batang, kayu 
bayur sebanyak 12 batang , kayu terapa sebanyak 19 batang, kayu tahara 
sebanyak 14 batang , kayu bilalang sabanyak 2 batang , kayu gadog 
sebanyak 8 batang dirampas untuk negara . 
Setelah melihat beberapa alasan subjektifnya di atas maka majelis 
hakim juga berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan terdakwa 
bukanlah semata-mata  bertujuan untuk pembalasan tetapi merupakan 
usaha pembelajaran untuk masa depan terdakwa . 
Menurut analisis penulis, bahwa : 
1. Penerapan hukum pidana , baik hukum pidana materil maupun 
hukum pidana formil terhadap perkara tindak pidana illegal 
logging dalam Putusan Nomor 200/Pid.B/2012/PN. MRS yang 
telah di terapkan dalam putusan tersebut telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku perbuatan terdakwa telah memenuhi 
seluruh unsur – unsur dalam dakwaan Pasal 78 ayat (7) Jo. 
Pasal 50  ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 tahun 
1999 tentang Kehutanan, dan telah memenuhi syarat-syarat 
putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP.   
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2. Pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan 
200/Pid.B/2012/PN. MRS kepada terdakwa adalah dengan 
pertimbangan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum 
yakni : keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa , 
surat dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, fakta – 
fakta yang terungkap dalam persidangan dan unsur – unsur 
tindak pidana yang terdapat pada  pasal  yang di kenakan 
kepada terdakwa . Selain itu majelis hakim mempertimbangkan 
hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa . 
Namun dalam hal sanksi pidana yang dijatuhhkan oleh hakim 
yang hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 4 bulan 
potong tahanan (tahanan kota) dan denda hanya Rp. 
3.000.000,- (tga juta rupiah) sangat rendah jika dibandingkan 
denga ancaman pidananya adalah pidana penjara maksimal 5 
tahun dan denda maksimal Rp. 10. 000.000.000,- (sepuluh 
milyar) dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa 
yang dapat mengakibatkan degradasi hutan, merusak 
ekosistem dan dapat mengakibatkan banjir.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Adapun kesimpulan dari penulisan  skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Penerapan hukum pidana , baik hukum pidana materil maupun 
hukum  pidana formil terhadap perkara tindak pidana illegal logging 
dalam Putusan Nomor 200/Pid.B/2012/PN. MRS yang telah di 
terapkan dalam putusan tersebut sudah  sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – 
unsur dalam dakwaan Pasal 78 ayat (7) Jo. pasal 50  ayat (3) huruf 
h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan 
syarat-syarat suatu putusan telah terpenuhi sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 197 KUHAP.  
2. Pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan 
200/Pid.B/2012/PN. MRS kepada terdakwa adalah pertimbangan 
alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum yakni : keterangan 
saksi-saksi serta keterangan terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan 
dari jaksa penuntut umum, fakta – fakta yang terungkap dalam 
persidangan dan unsur-unsur  dari  pasal yang di kenakan kepada 
terdakwa . selain itu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa . 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
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1. Di sarankan bagi penegak hukum agar dalam menangani suatu 
kasus yang berhubungan dengan hutan khususnya hutan lindung 
agar lebih tegas dalam penanganan dan pengenaan sanksi 
terhadap para pelaku tindak pidana illegal logging mengingat fungsi 
pokok hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga 
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi mencegah intrusi air laut dan memelihara 
kesuburan tanah. 
2. Hendaknya para hakim menjatuhkan putusan sanksi pidana yang 
semaksimal mungkin bagi pelaku tindak pidana dibidang kehutanan 
agar tercipta efek jera untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. 
3. Perlunya peningkatan peran instansi terkait serta masyarakat 
dalam upaya perlindungan hutan, melalui peningkatan intensitas 
pelaksanaan penyuluhan tentang fungsi hutan dan hukum tentang 
kehutanan , di samping peningkatan kecerdasan dan keterampilan 
masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan sehingga 
diharapkan mereka mempunyai kesanggupan memenuhi 
kebutuhan hidupnya tanpa merambah hutan serta melalui kegiatan 
yang berorientasi pada menumbuhkembangkan kepedulian warga 
masyarakat terhadap upaya perlindungan hutan sehingga 
diharapkan kepatuhan yang ditimbulkan bukan karena adanya 
sanksi pemaksa, melainkan lebih jauh dilandasi kesadaran bahwa 
hutan memang perlu dilindungi. 
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